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Permohonan Uji Materil Pasa1 66 Ayat(,) UU Nomor 14 Tahun 1985
dan Pasa1 24 Ayat(2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentsn Kek
Terhadap Undang-Undang Dasar(UUD) 1945

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik In dones'
Di - Jakarta.

.

Assalamu A1aikum Warehmatul!ahiWabarakatuh.
Dengan hormat.

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. DR. Saharuddin Darning. SH. MH, Peker'aan : Ad k ,
Sungai Lamandau N0 105, Taman Venesia Sentul. City Bogor.

2. Zaitun Asdy, SH. Pekerjaan Asisten A, dvo!<at, A1amat: Jin. Sun ai
Lamandau No to5, Taman Venesia Sentul. Cit Bo o .

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnamapemberiku kh ,
29 Agustus 2016 dari pemberi kuasa yaitu : ahli waris S
daiam permohonan jin me liputi:
I. Nama : CUNA BINTI SAENONG DG. BAJl

TempaVTanggallahir : Parangbanoa, 05 Meit 926
Pekerjaan : Tidak Ada

NO KTP : 2,0406450526000,
A1amat : Balang-balang Kel. Borongioe.

I.

11 Para Ahli Waris Almarhumah HARIAH BINTI SAENONG
I) Nama : SAJARIAH DG. BAU

Tempatf!~3:19ga! Lahir : Paleraka, 05 Agustus 195Q
--. -.-.---
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Pekerjaan

NO KTP

A1amat

2) Nama JUMRIANI DG. SANGNGING

TempatrTangga! Lahir : Gowa, 25 Me11977
Pekerjaan Mengurus Ruinah Tangga
NO KTP 7306/2650577000i
A1amat Kalukuang Jl, Baso Taba

Petani

7306070t07600179

Palaraka

3) Nama

Tempatn~an99al Lahir

Pekerjaan

NO KTP

A1amat

4) Nama

TempatfFanggal Lahir

Pekerjaan

i, ,o KTP

A1amat

SAKiNAH DG. NG!NGA

Balang-balang, 31 Desember 1979

Ibu Ruinah Tangga
2,040,7112790008

Balang-balang

5) Nama

TempatfFanggal Lahir
Pekerjaan
NO KTP

A1amat

MANSYUR DG. BUNDU

Balang-balang, 23 November 1983
Buruh Bangunan

73060623i, 83000i

Baiang-balang

Seianjutnya disebut sebagai Pemohon, dimana d I
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Re ub!ik I d

disebut MK tentang pengujian materi! IJudicia! Review\ P S I 66 ,, re .

MUH. SYARiF

Balang-balang, 07 Februari 1985
Buruh Bangunan

7306060702860001

Balang-balang

I^i^aimM*iWarts $3,111m!
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Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (MA) dan P I 2
UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehak'

Semua itu Pemohon Iakukan

I. Kewenangan MK:

I. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu
kewenangan MK adalah meIakukan pengujian undan -u d
1945: Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain men at k : "
mengadilipada tingkat pertaina dan terakhiryan utu
mengikatuntukmengujiUndang-Undangterhada Und -Ud "

2, Bahwa beadasarkan PasallO ayat(I) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003tentang MKsebagaimanate!ah diubah de U
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undan -U d N
tentang MK (Seianjutnya disebut"UU MK")juncto Pasa1 29 t
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentan Kek
bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan '~~a'h' ~
bersifatfinal dan mengikat untuk menguji undan ~unda , t h

3. Pasa1 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011tenta P
Perundang~Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis
kedudukan UUD 1945 ada!ah Iebih tinggi dan Undan -U d
setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
(constitutie is de hoogste wet) sebagaimana ditegaskan o1eh A
derogat legiinferior. 01eh Karena iru jika terda at k t t
Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, inaka k t
dimohonkan untuk dinji meIaiui mekanisme pen u'ian U d

atas dasar:

uni, alarm^iWarishang

.

Pane 5



4. Bahwa yang menjadi objek permohonan pen u'ian dai perkara a quo adalah
Pasa1 66 Ayat(,) UU N0 14 Tahun 4985, sebagaimana telah diub h d
N0 5 Tahun 2004 yang kernudian diubah lagi dengan UU N0 3 Tahun 2009
Tentang MA dan Pasa1 24 Ayat(2) UU N0 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasa
Kehakiman yang pada pokoknya meinbatasi pen a'uan e
hanya satu kali. Ha! ini pemohon nilai bertentan an den an UUD 19
melanggar hak konstitusional pemohon sebagai Warga Negara Republik
Indonesia. Betapa tidak karena berdasarkan putusan MA N 403
tgliO November 2011, pemohon dinyatakan kalah dala k
inohonkan PK kepada MA. Putusan MA tersebut sangat keliru dan beltentang
dengan asas~asas peradilan yang jujur, imparsial dan professional(Ban al
Principle). Namun pemohon ternalang untok menggugat kekeliruan t
tersebut karena adanya ketentuan dalam Pasa1 66 Ayat (1) UU N0 14 Tahun
1985 Juristo UU N0 5 Tahun 2004 Iuncto UU N0 3 Tah 2009
Pasa1 24 Ayat (2) UU N0 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
menentukan bahwa pengajuan PK hanya boleh satu kali.

v. Bahwa pada dasarnya MK telah memeriksa dan men adjlij~ I
judicial review dalam perkara aquo, namun semua putusan MK mengenai hal
tersebut hanya mencakup pelarangan atas pembatasan PK t
perkara pidana. Padaha! pemohon dan banyak lagi warga negara lainnya,
meinpunyaihajatan untuk mengajukan PK daiam elkara d
perkara lainnya Iebih dan satu kali. Namun hak unt k meinpero!eh keadilan

tersebut menjadi hilang, akibat putusan MK yang tmak mencakup hukum acara
perdata, sebagai hal yang menjadi kepentingan pemohon inaupun war a ne a
lainnya.

6. Bahwa landasan konstitusional yang menjadi batu ujijudicial review atas

undang~undangdalam perkaraaquoadalah: Pasallayat(3), Pasa124 t ,
Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 28 D ayat (1), Pasa1 28 G ayat(I), Pas I 28 H t 4,

. ..... .,,. ~-..-

unHateriil^iUaris SaguIng
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Pasa1 28 I ayat (2), Pasa1 28 I ayat 4 dan ayat(5) UUD 1945 yang selengka n a
sebagai berikut:

a, Pasall ayat (3):"Negara Indonesia adalah negara hukum. "
b. Pasa1 24 ayat (1) :"Kekuasaan kehakiman meru akan kek

merdeka untuk menyelenggarakan peradi!an guna mene kk
keadilan.

c. Pasa127 ayat(I):"Segalawarganegarabersamaankeduduka d'
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. "

d. Pasa1 280 ayat (1): "Setiap orang berhak alas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adjlserta erl k
hadapan hukum. "

e. Pasa1 28 G ayat (1) :"Setiap Drang berhak atas perlindungan din prtbadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan hana benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pealndungan dari ancainan
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.

f. Pada Pasa128 H ayat(4):"Setiap orang berhak mein un ai h k 'I'k
dan hak inilik tersebuttidak boleh diambi! ajih secara
siapa pun".

g. Pada Pasa1 281 ayat (2) :"Setiap orang berhak bebas dan perlakuan an
bersifat diskriminatif alas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perundungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminat'f I ".

h. Pasa1 281 ayat (4) : " Perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi
inariusia, adalah tanggungjawab Negara, terutama Reinerintah".

i. Pasa1 28 I ayat (5):"Untok menegakkan dan mejindungi hak asasi inariusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, inaka pelaksanaan
hak asasi inariusia doramin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan".

*.~
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7. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon d I perkara aquo adalah
menguji Pasa! 66 Ayat(,) UU N0 44 Tahun 1985 Juncto UU N0 5 Tahun 2004
Iuncto UU N0 3 Tahun 2009 Tentang MA dan Pasa1 24 A at(2) UU N 4
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhada UUD
merupakansalahsatukewenanganMK, inakaMKbeiwen t ,
mengadili, dan meinutus permohonan daiam perkara a

I I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
I. Bahwa dalam Pasa! 51 ayat(I) UU MK mengatur:"Pemohon adalah pihak an

menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan o1eh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakathukum adatsepanjang masih hid d

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Re bl'k I
yang dialur daiam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau
d, Lembaga negara.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Yang
dimaksud dengan "hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah 1945.

2. Bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon d I permohonan pengujian

Undang-Undang terhadap Undang~Undang Dasar Ne ar R b'
Tahun 1945, inaka orang atau pihak dimaksud harusl h :
a. menjelaskan kualmKasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai

perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat,
badan hukum atau Iembaga negara;

^i era!init ^iWarts Sagfto"I
Pa^I I
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3. Dalam halini, Pemohon perlu menjelaskan kedud k h k (legal standing)
pemohon, dimana pemohon se!uruhnya adalah perorangan Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan :

a. Lahirdilndonesiadarikeduaorangtuayangberkeban s 1'1 ,
b. Beadomisili diwilayah negara Republik Indonesi
c. TidaksedangkehilanganstatusWNlketika erkara d'
d. Meinpunyai Kanu Tanda Penduduk (KFP) atas nama masing-masing

tersebut di atas sebagaimana foto copiter!am ir

4. Bahwa Pemohon seiaku Warga Negara Indonesia, mein11iki kedudukan huk
yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainn a seb
daiam UU Nomori2Tahun2006tentang Kewar ane a R
bahkan dengan Kanu Tanda Renduduk (KTP) yan dimilik'
fotocopy teriampir) menunjukkan pemohon telah men'adj end d k
Indonesia khususnya Kabupaten Gowa SUIawesi Seiatan. Sehingga memenuhi
ketentuan dalam Pasa1 26 ayat I dan ayat 2 UUD 1945 inaupun dalam UU

Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke enduduk

5. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor: 0061PUU-1/11 2005 tangga1 31 Mei
2005 dan Putusan Nomor 1/1PUU-V/2007 tangga1 20 September 2007,
bemendirian bahwa kerugian hak dan/etau kewenangan Konstitusional
sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (Iima)
syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusiona!
o1eh UUD ,945;

HaK dan/atau kewenangan konstitusiona! tersebut o1eh P

dirugikano!ehberlakunyaUndang-Undangyangdimohonk " ;
c. Kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual

atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan tenadi;

b.

.

^lusterjin Inn Warts hang

Pemohon yang diberikan
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d. Adanya hubungan sebab-akibat(causaverband)antara keru d'
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka
kerugian konstitusiona! seperti yang didajilkan tidak akan atau tidak lagi
fedadj.

6. Beadasarkan Putusan MK Nomor: 0061PUU-1/1/2005 tangga! 31 MeI 2005 dan

Putusan Nomor, 11PUU-V/2007 tangga120 September 2007, k
pemohon uraikan secara sistematis syarat I (pertaina) tentang kerugian hak
dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud Pasa1 5, ayat (1)
UU MK yaitu :

a. Adanya hak dan/atau kewenangan KonstitusionalP h
o1eh Uuo 1945 meliputi;

i. Pasall ayat(3) betounyi:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"'
Haiini menegaskan bahwa Indonesia merupakaririegara hukum

(Techstaatrrule of law/ nomokrasi). Dimana ciri negara huku
A. V. Dicey adalah Due Process Of Law, dan su re ' h k
itu segala bentuk pelaksanaan kehidupan beman sa, b
bermasyarakat yang dilakukan o1eh penyelenggara negara (eksekutif,
legislatif dan yudikatif) inaupun o1eh warga negara secara ind' d
koiektif semuanya berlangsung beadasarkan hukum. Bahka negara
hukum menurut Frederich Julius Stahl, seiain menjamin perlindungan
hak asasi warga negara, juga penyelenggaraan peradilan yang

independen, imparsial dan berintegritas. Atas dasar itul h inaka sudah

sangattepatjika Pemohon sebagai warga negara Indone
bagian dari struktur negara hukum yang dijamin o1eh konst't karena

negara hukum (Rechstaatlrule of law) yang diadopsi daiam UUD 1945
meletakkan suatu prinsip, bahwa

yang diberikan

^i"aimMMi^an'it Serenen^

setiap oreng seperti pemohon
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meinpunyaikedudukanhukumbahkanhakasasi, an den d 'k'
mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya negara, men ho t'
Bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut daiam
perspektif historis~inOSofis tentang pembentukan negara dimaksudkan
untuk meIindungi segenap bangsa Indonesia dan b d k
kernanusiaan yang adjl dan be Fadab (vide Pembukaan UUD 1945), 01eh
karena itu!ah pemohon mein 11iki kedudukan hukum (legal standin ) unt k
ikut'meinbangun dan berkontribusi bagitegaknya hukum dan k d'I
sebagai pilar penting negara hukum, khususnya en a'uan d"I
review ke MK Rl, untuk menguji Pasa166 ayat, UU N0 14 t h 19
tentang MA dan Pasa1 24 ayat 2 UU N0 48 tahun 2009 t
Kekuasaan Kehakiman techadap UUD 1945.

ii. Pasa! 24 ayat (1) yang be to unyi:

'11<ekuasaan kehakiman menipakan kekuasaan yang meldeka untuk

menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadl ."
Pasai 24 ayat (1) ini mengandung ant bahwa sebagai Konsekuensi

dari pitihari Negara Republik Indonesia sebagai Tiegara hukum, inaka
kekuasaan Iembaga kehakiman harus!ah bebas darit k pihak

inariapun. Tujuan dan metoekanya kekuasaan kehakiman i d Ih
ditegakkannya hukum dan keadilan.

Hakim tidak semata-mala hanya menjadi coron Undan -U d
Pada saat mein urus suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum de
ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersama dengan itu,

Hakim dituntutjuga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika h k d
undang-undang yang akan direrapkan (ditegakkan) tidak ditemui, Haki
diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum.

Apabilaadaketentuan Undang-Undangyangdipakaiseba aida t
menerapkan hukum atau Undang~Undang yang akan ditegakkan sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa
keadi!an, ataujikaUndang-Undangtidakmengatur, hakimwa'ib ,

age
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mengikuti dan meinahami nilai~nilai hukum dan rasa keadil
di dalam masyarakat, inaka setiap warga negara termasuk pemohon
berhak Iberwenang untuk mengunakan segala mekanis yang tersedia

demimewujudkan tujuan dan fungsipengadilan seba ai ene k h k
dan keadilan.

Betapa tidak karena hakim juga inariusia biasa yang tidak akan
Iuput dari keke!iruan dan kesalahan, inaka sarana untuk meIakukan

koreksiharus!ahdibuka pintuselebar-Iebamya beru a u h k
biasa (PK) dapat diajukan Iebih dari sekali, tidak boleh Ia i dibat ' h
sekali.

Sebab ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan
seseorang kalah daiam suatu perkara, seperti yang dialami pemohon
dalam putusan MA 4031PK/PDT/20.1, hanislah benapbe d'd
pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau
tidakdemikianmakaakante^adjbahwanegaramelalui d'I
melanggar HAM Pemohon sebagaimana yang d^amin o1eh UUD 1945,
padahal secara konstitusional negara meIaiui peradiian justru
harus mejindungi HAM tvide Pasa1 24 ayat (1) UUD 19451; Dengan
demikian jarangan terhadap PK Iebih dan sekali setid k- t'd
mengabaikan prtnsip dan nilai keadilan materjiltsubstansial,
hukum (Rechtstaat Rule Of Law) yang menjamin hak asasi war a ne
untuk meinperluangkan keadilan (Pasa! I ayat 3 UUD 1945).

iii. Pasa127 (ayat I) berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di daiam h k
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan iru

dengan tidak ada kecualinya. "

Bahwa ketentuan daiam Pasa1 27 ayat I di atas meru aka b
pengejawantahan dan prtnsip equal justice under law/ e ualit b f
lawyang dicetuskan pertaina kan dalam magna charta ada tah 421
Ketentuankonstitusitersebutsungguh-sungguhmemposisikan h

un"alertMi*Marts hang
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sebagai warga negara yang meinpunyai hak dan kewajiban yang sama
dengan warga negara lainnya untuk meinperoleh perlindungan dan
pemenuhan hak asasi, Rhususnya hak keadilan yang diramin o1eh
konstitusi.

Hal ternenting yang perlu ditarik dari pr!nslp tersebut adalah

komitmen sebagai Negara hukum dan demokrasi u t k meinPOSisikan
setiap warga Negara daiam kedudukan yang sama untuk meinpero!eh
keadilan. Daiam halini pemohon sebagai war ane ara t'd k I
subjek hukum yang dilekati hak dan kewenangan untuk mengajukan
permohonan kepada MK agar me!akukan uji materiil atas UU N0 44
tahun 1985 tentang MA dan UU N0 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman terhadap UUD 1945.

iv. Pasa1 280 ayat (1) be to unyi:

'Set, ^?p Drang belliak atas penga/<uan, jaminan, pert^^dungan dan
kepastian hukum yang adrl serta pertakuan yang sama of hadapan
hukum';'

Ketentuan daiaiTi raSai EQu ayat (t) dimUlai dengan pern etaan :
"setiap orang" yang berafti setiap ariak cucu Ada termasuk tentu

pemohon, berhak atas pengakuan, jaminan, perilndungan dan kepastian
hukum yang adjl. Betapa tidak karena kepastian huku
akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Huktim yang hanya mengejar
kepastian akan menjadi sia-sia apabiia tidak memberIkan keadilan, hukum
menjaditidak berguna dan tidak -memberIkan sumbangan apa~apa bagi
kesejahteraan urnat inariusia.

Karena itu sudah sangat jelas dan tegas dalam ketentuan
konstitusi tersebut mein POSisikan pemohon sebagai pihak yang
meinpunyai kedudukan huKum (legal standing) untuk meinperoleh
jaminan kepastian dan keadilan flukum me Ialaui uji materi1 o1eh MK atas

un Matedil AMiWaris^again,
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UU N0 14 tahun 1985 tentang MA dan UU N0 48 tahun 2009 tentsng
Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

v. Pasa1 28G ayat(I) berbunyi:

"Set^^p oreng berhal< etas perilndungan din' prtbadi, kernarga,
kehoimatan, martabat, dan hana benda yang of bawah kekuasaannya,
selfa bediak atas riasa aman dan pertindungan o^in' ancamen ketakutan
untuk betouat atau tidak betouat sesuatu yang merupakan hek asasi. "

Ketentuan delam Pasa1 28G ayat(I) UUD 1945 mengandung inakna
bahwa Negara tidal< hanya berkewajiban meIindun "'
Negara dari serangan pihak lain, tetapijuga berkewa'ib
halta setiap warga negara khususnya pemohon dari berb
pihak lain, baik meIalui perbuatan melawan hukum inaupun upaya Iicik
yang chiegitimasi o1eh hukum. Daiam halini MK sebagai bagian dari
komponen negara berkewajiban untuk menggunakan segal k
yang dimi!it<i dalam mencegah penya!ahgunaan hak .'h k
(misbruik van het Techt) untuk merempas hak kepemi!ikan set'
i^egara 1<hususriya 13emohon.

vi. Pasa! 28 H ayat (4) UUD ,945 "Setiap orang berhak meinpunyai hak
inilik prtbadi dan hak ini!ik tersebut tidak boieh diambii ajih secara
sewenang-we nang o1eh slapa pun".

Penegasan konstitusi dimaksud lagi lagi dimulai dengan
pernyataan"setiaporang", mencai<up jugapemohonsendiri b ^
yang berhak meinpunyai he!; inilil< prtbadi dan ha' inili;< tersebut tidak
baleh diembil aim secara sewenang-wenang o1eh slapa pun. Pene asa

konstitusitersebut, tenuju pada perilndungan penuh te'had . ,
kepemilikari setiap oreng khiisusr!ya pemohon, agar bebas dari segala
bentul< peempasan secara sewenang-wenang.

I^i ^&torii jin Warts Sagnwill
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Jika hak tersebut diianggar, berani konstitusi memberikan
kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon untok
meinpertahankan hak inilik tersebut me!alui permohonan kepada MK
untuk me!akukan uji mater11 atas UU N0 14 tahun t985 tentang MA dan
UU N0 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Keh k' terhadap UUD
I945.

vii. Pasa1 281 ayat (2) Uuo 1945 : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa un dan berhak mendapatkan
perlindungan techadap perlakuan yang bersifat diskrimi t'f I ".

Daiam Pasa! 281 ayat (2) UUD 1945, kernbali meinulair
denganpernyataan:"setiaporang"yangtidakiainada!ah h fj
sebagai pihak, beThak bebas dari perlakuan yang beTsifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan bethek mendapatkan erl' d
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, Penegasan Konstitusitersebut
merupakan Iarangan terhadap sega!a bentuk diskrim' yaitu setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak
18=19Si. ing uidaS8Tk8Ti pada pert>ed3an FITant. ISIa atas daSar againa, SukU,
ras, etnik, Keiompok, 9010ngan, status SOSial, stat ekonomi, jenis
ke!amin, bahasa, keyakinan pornk, yan be k'bt pengurangan,

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, e!aks

penggunaan HAM dan kebebasan desarda!am kehidu , b k ' "
inaupun kalektif dalam bidang pornk, ekonomi, hukum, SOSial, budaya,
dan aspek kehidupan SOSiailainnya.

Haltersebut meinperlihatkan pengertian yang Iuas bahwa s ektrum
diskriminasi dapat tenadi daiam betoagai bentok ada t'
kehidupan, secara langsung in aupun tidak langsun . Dik
dapat bersumber dan peraturan perundang-undangari dan kebi'akan
Hemerintah yang mengandung unsur diskriminasi. Atau dapat pula
berakar pada nilai-nilai budaya, penafsiran againa, sena struktur SOSial

~ ..-..- ---. - "\,'^."*~ --.---
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dan ekonomi inaupun putusan pengadilan sendiri yang me^inbenan<an
tenadinya diskriminasisebagaimana yang menimpa emohon.

Atas dasaritu, pemohon meinpunyai hak konstitusional untok b b
dart segala bentuk diskriminasi meIaiui pemiohonan ke ada MK t
meIakukan uji materil atas UU N0 14 tahun 1985 tentan MA da UU N
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternadap UUD 1945.

viii. 281 ayat (4) betbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
inariusia adalah tanggungj'awab negara, tenitamapemerintah "

Makna yang ten<andung daiam Pasai 281 ayat (4) teltuju pada
kedudukan Negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearear) datam
mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak a a ' bagi

setiap warga negara khususnya pemohon. Kewajiban an die b
Negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu kewajiban menghormati( obli ati
to respect), kewajian meIindungi (obligation to protecti dan kewa'ian
memenuhi(obligation to full7!), Kewajiban untok menghormati(obji;gation to
respect) o1eh Negara terhadap HAM toadiri dan dua bentuk yaitu
kewajiban Negara yang berbentuk aktif dan kewajiban Ne ar
bethentuk pasif. Pelaksanaan kewajiban Negara an b b t k
dalam menghormatiHAM berartiNegara bersamaseluruh era k t ,
wajib meIakukan tindakan secara aktif dan Tm untuk menghormati HAM.
Misalnya Negara meIalui badan peradilan menyediakan layanan khusus
termasuk peraturan yang meinungkinkan warga Negara se eru e h
me in peroleh keadilan yang setinggi-tinggi.

Adapun pelaksanaan kewajiban Negara yang bemerituk asif b rt'
Negara menahan din untuk tidak meIakukan intervensi, kecuali atas

hukum hak yang sah (legitimate). Sebagai contoh, badan peradilan tidak
meIakukan intervensi dalam bentuk pembatasan terhada warga negara
seperti pemohon daiam meinpenuangkan keadilan setinggi-tingginya.

un Ualerm ^inaris Sunny
.. ..,-.*~,__. ,-~-~-,~~,~~.

rage 16



Sedangkan kewajiban Negara untuk mejindungi (the obligation to
protect) adalah kewajiban untuk meIindungi hak setiap orang khususnya
pemohon untuk bebas dan gangguan keamanan inaupun keterpurukan.
Jadi perlindungan yang harus di!akukan Negara terhadap warga
khususnya pemohon bukan hanya pada pelanggaran yang dilakukan
Negara, namun juga terhadap tindakan yang dilakukan o1 h entitas atau

pihak lain (non~negara) yang akan mengganggu perlindungan hak war
Misa!nya Negara meIalui badan peradilan mejindungi para pencari
keadilan dan segala bentuk serangan, gangguan, inaupun tuntutan yang
tidak adj1 o1eh pihak lain. Hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk
mejindungi adalah seiauh inaria Negara menjamin HAM dalam sistem
hukumnya. Dimana segala peraturan hukum yang dibuat o1eh Negara
secara bertingkat inaupun aparat penyelenggara Ne ara an b rt'
sebagai penegak hukum wajib mejindungi para pencari keadilan
khususnya pemohon dan segala bentuk tindakan diskriminasi dan
ketidakadilan.

Adapun kewajiban Negara untuk memenuhi (the obligation to fulfill)
ueraiLi r<evvajiban negara Lintuk ~~~~-u" I-,-k sellap warga negara
khususnya pemohon tanpa diskriminasidalam bentuk e b t
tidak adjl. Misalnya Negara meIaiuibadan eradi! d I
putusan, wajib mewujudkan keadilan disamping kepastian dan
kernanfaatan hukum bagi setiap warga Negara khususn
sebagai pencari keadilan.

IX. Pasa1 281 ayat (5) beto unyi:

"Untuk menegakkan dan menndungihak asasi menusia sesuai dengan
pnnsip negara hukum yang demokratis, inaka elaksana h k
inariusia drainin, diatur, dan dituangkan dabm peraturan perundang-
undangan. "

-**.
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I I . Bahwa meski daiam Pasa1 24 ayat I UU 1945
penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman metu k
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
hukum dan keadilan, namun hak konstitu I
terakomodasi daiam ketentuan tersebut seb
butir 6 bagian it sungguh-sungguh diru ik
ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Kar
hukum dan keadilan yang tenuang daiam Pasa1 24
sangat Kontras dengan keadaan yang dialami o1 h
pihak yang kalah dalam putusan MA N0 4031PK. P
pemohon kehiiangan hak untuk meinperoleh k d'I
putusan MK N0 341PUU~XII2013 tenan a116 M
meinbolehkan PK diajukan Iebih dan satu kal' h
Pidana.

1/1. Meski ketentuan daiam Pasa1 27 ayat I UUD 1945
bahwa segala warga negara bersamaan ked d k
,, ukum van pemerintaharidan wa', k ..... ,. ,_
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, namun laininan
konstitusi tersebut terhadap pemohon sebagai subyek huk
sungguh-sungguh telah dirugikan o1eh beriakunya ketentuan yang
chinohonkan uji materin.

Betapa tidak karena hak pemohon untok di I k
ukumter!anggarolehberlakunyaketentuan "

materjin. Apa!agidengan putusan MK N0 341PUU~ ,
pemohon semakin kehilangan hak untuk menuntut keadilan metalui
permohonan 1'K Iebih dan l kaiiuntuk perkara d
MKtersebutyanghanyamembolehkanermh i
ka!Ihanyauntukperkarapidana. Haltersebut'I ^
onsatusiona! pemohon sebagai warga Ne are! y__ !I, _.~

'$*
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diperlakukan sama daiam bidang hukum apapun khususnya bidang
perdata yang menjadihajatan pemohon datam perkara a uo.

iv. Meskidalam Pasa128 D ayat, UUD 1945 telah mene a k b h
Setiap oreng berhak atas pengakuan, jaminan, permndun an d
kepastian hukum yang adjl sena perlakuan yang sama di hadapan
hukum, namun jaminan Konstitusitersebut bagi pemohon, sun h-
sungguh dirugikan o1eh berlakunya ketentuan yan dimohonk '
materiil. Betapa tidak karena ketentuan yang dimohonkan pengujian

materlit, hanya menekankan pada aspek kepastian hukum sedan k
aspek keadilan sebagai unsur yang paling esensial dalam ene ak
hukum justru diabaikan.

Dengan demikian permohonan PK dalam semua perkara apabi!a

dibatasi hanya sekali saia, jelas ber!entangan den an k d
konstitusi yang tidak hanya mencakup kepastian hukum, terapijuga
keadilan. Sebab penegakan hukum o1eh Iembaga peradilan Iebih
didasarkan pada akal pikiran dan hati nurani(beyond reasonable

doubt), bukan berdasarkan selera atau dengan kata lain ene akan
hukum haruslah mendahulukan keadilan dan pada ke astian h k
Hallni seialan dengan dokirin hukum Gustav Radbruch justru
menekankan aspek keadilan dan pada kepastian hukum (jus contra
legem).

v. Meskidalam Pasa128Gayat, UUD 1945telah mene ask b h :
'Setiap oreng beinak atas permdungan diri pribadi, kelua ,
kehormatan, inariabat, dan hana benda. yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancainan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi", namun jaminan Konstitusi tersebut bagi
Pemohon justru dilanggar dan dirugikan dengan berlakun a kete t
yang dimohonkan pengujian materiilda!am perkara aquo. Beta a t'd k

.,..~
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karena ketentuan yang dimohonkan pengujian materlit justru menjadi
sumberancamandanketakutankhususnyabagihartakeka '!'k
pemohon akibat jarangan untuk mengajukan permohonan PK I b'h
daril Kali pada semua perkara.

Padahalinstrumen tunggalbagipemohon saatiniuntukm d tk
dan meinpertahankan kernbali harta kekayaan secara sah menurut
hukum setealah direbut aleh pihak lain beadasarkan putusan MA

4031PK/PDT/2011 hanyalah meIalui pengajuan PK Iebih dari I kali.
Dengan ber!akunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil
daiam perkara aquo yang hanya meinbolehkan permohonan PK I k I'
saia, inaka hak pemohon atas perlindungan din prtbadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hana benda yang di bawah kek
pemohon, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untok betouat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasisebagaimana chiamin daiam Pasa128 G t,
UUD 1945, tidak ternujud.

vi. tv^eski daiam Pasal 40 n ayat(4) Uuo t945 menegaskan bahwa
"Setiap oreng berha!< meinpunyai flak in11ik pribadi dan h k 'I'k
tersebuttidak boleh diambilalih secara sewenan -wenan I h
pun", namun jaminan konstitusitersebut bagi perlindun an hak in'!'k
pemohon sebagai sebagaimana dimat<sud pada uraian butir 6 b
\, I tersebut di atas justru dilanggar atair dirugii<an o1eh ketentuan
dimohonkan pengujian materlit daiam perkara aquo.

Jaminan 1<0nstitusi tersebut sungguh telah di!an99ar o1eh badan
petadilan sendirii<hususnya Mahkar:Iah Agung, Pen adjlan T'
Makassar, dan Pengadilan Negerii\4akassar. Beta a tid k k
mereka yang mengatasnamakan hui<urn, teleh meIe itjinasiti d k
perampasan secara sewenang-wenang hal< inilik atas tanah Pemoh

~ ~ " ""'.-~~. E. ^*'*.*, 4^."e",*"^.^*,"^
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atas tanah menurut Pasa1 20 ayat I UU N0 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria menegaskan bahwa Hak Milik ad I h
Hak turun ternurun, terkuat dan terpenuh.
Anehnya karena Mahkamah Agung inaupun judex facti, menolak
gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK,

hanya karena ketidakcermatan hakim daiam meinbuat pertimbangan
atas putusan yang mereka buat. Fatalnya lagi karena pen adjlan
mengabaikan pranata dan instrumen pembuktian da!am hukum ad t
dengan mendewakan pranata domein verklaring warisan huk
koionial Belanda yaitu agrarische Wet 1870. Padahal daiam Pasa1 22
UU N0 5 Tahun 1960, justru mengakui pranata hukum adat seba ai
sebagai salah satu proses atau tata cara yang sah untuk mein erol h
hak inilik atas tanah.

Sayangnya karena pengadilan yang beFPUncak pada MA meIaiui
putusan 403. PI</POT/2011justru menjadiinstrumen taktis k
melegitimasi pihak lain dalam merampas hak inilik pemohon secara

sewenang-wenang. Parehnya karena pemohon mengalami am utasi
hak dalam me!akukan pertuangan tintuk meinpertahankan *Iak mink

pemohon dimaksud akibat berlakunya ketentuan yan dimohon'
judicial review yang hanya meinbolehkan permohonan PK I (satu)1<a!i
daiam perkara pidana sebagaimana putusan MK No. 341PUU-XII2013
tortangga1,6 Maret 20.4, sebagai dasar dikeluar:<ann a serat ed A
MA N0 7 Tahun 20.4.

vii, Meski ketentuan daiam Pasai 28 I ayat 2 UUD 1945 menegas!<an
bahwa: "Setiap orang berhak bebias dan perla!<uan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
namun jaminan konstitusitersebut bagi pemohon untuk bebas dai'
perlakuan diskriminatifjustru dilanggar dan dirugikan o1eh ketentua
yang ~. jinOhonkan pennuiian matoriilrlalarn nQrL-or an, ,A

un Maimi1 11th Warts Sarinij
----.-~-.~--~"~-.-- ..~... -. --.*=t;'^",~.=

^a!re ^



-
~

.=
=,

 ::
,=

 .
.\ ;= if ^"' i
f

r
e

I .
 .

51 co . c
p =
r

in :^ c
o 7
<

'
D

J
.

a :a

I

I\
>

 7
3

, 
E

!
c
o

 i
s
: 

to
-
.
"
 
=

il
l

.I
^

c
o

"~
'~

 ~
 9

1
i

"
'~

 i
n

 -
.

C
:

F
.
 
~

q
j

<
..
.

<
i
n

 
-
.
 
.

c
j.
 Q

. 
.

Co
^
.

7
3 CD

c
o
 
t
3

,
*

C
 e

=
;3

Q
.

F
F

o
c=

co
.
.

c
o

,
c
o

 O
3
 
. ;^

;
;^

: 
.

:;
;: Z
 7

<
;

Q
7

<
'

't
:;

in
1
:9

C
4>

.
F

F

\ 
:;
: 
I=

rj
 :

;:
 c

o
~

 >
 D

JDJ

o " o = F
C

01 ,

I.
 .

. 
. 
I

I. .\ .*

'<
3 CD ,

7
<

C
,

c
o

 
c

7
<

'
!:I

)
:a

co ;= ,:
:

co co

t
j CD

',; I* I* i^

~
 ~

I

(1
) :3

^̂

~
I

t.
 , co

^
=

,
C

O
Q

C
D

 c
o a

go
<

:^
co

1/
1

=
,

F
, 

.

g
i

3

. Q
.

C a <
0 D
J

:=

co in =
\

<<
2

in

C
T
3 o ,

L
^
.

::q ;I) r, r
u
m

^
;;
 n

~
 
t
,
 
I

.
.

c= co ~
,.

R C

.
,

T
3

 9
1

C
D

 a

;a
;;;

^
!;

, 
~

co
C

 
in

11/3
9
1
 
,

O
' 
.
 
(
i:
>

C 01
I:
:

T
>

 :
,

<
9

 ;
9

.
,

co
to

;^;
<

0
Q

;
n

i
o

P
C

'
co a

,-
h

^
 
7

.
 
<

 
^
^
 
b

 
:
s
.
 
^
 
^

c
o

 g
>

C
D

 c
o
 c

o
co

=
c
o
 C

D
-
,

a

;a
 t

o
 C

, 
c
o

 ^
 ;

;!
 '
 ;

^:
CD

,
'O

c
o
Q

=
^
.
 
^
.

=
 =

':
^
. 

c
o

 o
to

c
o
. 
c
o
 :
:a

' 
<

0
 9

>
;^

.
,

7
<

"
"
 0

 9
3

 ^
,,

 c
o

 C
D

=
 C

D
co

3
0

CD
Q

.
O

 
c
o
 
^
 
~

'
=

a
i 
in

.
I\

i
^
 
c
o

=
,

.
^
 
.
.
 
^

"
=

g
, 
?
, 
0
1
 2

<
'

=
 
C

D
 
.
 
a
>

 
'D

J
n>

D
J

;S
C

D
 C

o
 Q

, 
^
 b

 =
.
 
<

 
.

c
o
 I
n
 ^

 C
::
 C

D
^
3
 
^
 
.
 
t
,
 
D

J
 
7
<

.
 
c
o
 
:
^
.

C
D

 O
 ,

 '
 i
n

 '
 c

o
' 
"

_
.
 
Q

-
,
,
.
 
c
=

 
9

>
g>

o
 :

;;
.
-
.
 
.

c
:.
 ,
=

^
 ;
3
 Q

. 
^
 ^

,
3

CD
01

co
o

co
F

, 
.

=
 :
5
. 
Q

>
 c

o
'0

 
2

3
 
=

;
 
I
^

~
 :
S

D
J
 :

s
 ^

11
1

'O
Ei

c
:

"

=
3.

g>
,
 
7

,
:.

7
;'

Q
. 

C
D

o
.
 
:
,
 
-

^
:,
 c

o
01

^
F

*

" 
I"

 ;
^-

- 
""

 ^
 ^

 ^
 ^

 5
3

. 
^

D
J

<
0

 
=

 
:
,
 
^

91
c
o
 ;
a

51
^
 =

=
; 
Q

Q
.

;-
\:
 C

D
Q

i
co *
 
D

J
 
C

 
C

:
^
7
 
o
r
 
=

,
II

J
 O

. 
' 
c
o

 '
 "

4
0
 c

o
 C

o
<Q

.^
!.

F
F

^
 g

, 
=

..
~

b
3
<

'
g

,
=

, 
9

,
H

 
C

D
 
7

=
 
^
 
7

<
' 
,
 
'~

' 
^
 
'

Q
.

91
D

J

^;
 g

. 
. 

^ 
cQ

F
F

-
:a

^
.

co
C

:
IIJ

D
J
 ,

=
 C

r.
 a

>
.Q

'O
C

o
*
 
>

^
"

,
.

CD
co

co
>

^
o

,

,
,
 
,
 
0
 
=

s
 
^
 
C

;;^
D

J
.Q

c
o

 I
Q

 C
D

 ,
 C

o
C

:
r

o
_
 
9
3

o
^

C
D

 
o
 
,

~
,

,
c
o
 3

 ^
 C

D
01

'
O

o
co

,
.

CD
^
: 

- 
2

<
1

. 
=

;^
.
~

^
 >

 ^
: 

;^
..

 c
o

o
. 

<
0

CD
7
<

. 
;^

--
 ;
; 
I^

 ,
D

J

~
 
*
=

 
~

^
^

,~
.

CD
c
o
 c

o
c
o
 
C

D
^
..

Q
.
 
Q

.
 
=

^
2

: 
D

J
 9

3
 0

1
 '
' 
c
o

 ^
 c

o
 D

J
c
o
 
:
^

' 
2
'C

"
 
2
<

' 
'

In
 :

=

.
^
 
.

Q
. 

Q
.

ji
g

 *
o :
r

o , P
C

0.
1

= t:
> CD . C
Q .;!
! . C ^
i
. S^ co CD

,
.
.
.

Q
.

(1
)

I\
i ;^

;a
 

ÎP
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.

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asa
inariusia, sebagaitanggungjawab negara.

ix. Meski kalentuan daiam Pasa1 28 I ayat 5 UUD 1945 menegaskan
bahwa :" Untuk menegakkan dan me!indungi hak asasi
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, inaka

pelaksanaan hak asasi inariusia dijamin, diatur, dan dituan kan d I
peraturan perundang-undangan", namun jaminan konstitusitersebut
bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada uralan butif ix justru

dilanggar dan dirugikan aleh ketentuan yang dimohonkan penguj!an

materit I dalam perkara aquo.

Betapa tidak karena seiain UU yang dimohonkan pengujian materin,

tidak mengandung persfektif penguatan HAM malah ket t
dimaksud meinbatasi bahkan menghilangkan hak pemohon untuk

meinperoleh keadilan yang setinggi-tingginya mejami permohonan PK
Iebih dari I kali daiam perkara perdata. Karena iru sangatte at dan
berdasari<an hukum jika 11U yang dimohonkan pengujiai\ material

datam perkara aquo segera dicabL:t dan dinyataka?! adai< nTen lita'
karena materi inuatarin\, a bt^neatangan dengan Uuo 1945.

8.8erdasarkan Pornsan MK Nomor: 0061PU!1,1112005 tanggai 3f Mei 2005 dan

Puttisan Nomor, IPUU-V/2007tengga!20 Septe!fiber 2007, inak, d' ba ,'
pemohon uraikan secara sistemat;s syarat i<e 3 (tiga) tentang !<erugian hak
dan/atau keweriangan konstitusional se;,-89aimana chinaksud Pasa1 5t ayat (1)
UU IViK yaitu :

c. Kegugian Konstitusionai tersebut hards bersifat sj>esifik (;<husus) dan
aktua! atau setidak-tidal<nya potensial yang menurut penalareI^ yang
v, {ajar dapat dipastil<art aka;\ to;;adj:

:, Bahwa hat< inilik atas tanah Perilohon bersama ara ahliwa ' '

uariSaenong yang teriet;;it d; di~;~anjung Niordeka dahu! 1< \
.. .........___,__.___.,,..,._,._..._&^g^~*,,^.*^*.,**.,,:*,*., ts. J, *,,***,".^, * .

WillfilerMartinai'is^Mum ~"'~'~"""~'~..,___'.___*.,_..'._. by, ,,,,*.,,,,
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dengan demikian dasar peralihan atas bagian ob'ek s k
Tergugatl merupakan perbuatan melawan hukum d t'd
tidak mengikat;

Bahwa sebagian toas it 0,20 ha, (kurang Iebih 2000 meter persegi)
dikuasai o1eh Tergugat 111, dengan batas-batasn sebagaimana
daiam surat gugatan, yang merupakan boedel inilik warisan

Penggugat, sehingga penguasaan/pengakuan atas bagian tanah hak
ini!ik Penggugat seiuas 0.20 ha tersebut di atas I h Tetgugat 111
merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
BahwaobjeksengketatersebutbenaradalahP 'IN ,
KohirN0, 1160 Cl, seiuas :^4.90 ha, atas namaS ,
Persi! No. 123 Dll, Kohir No. 15.1 Cl, sebagaimana asumsitanah
yang dimiliki o1eh Tergugat I, sebab tanah inilik Abd. R h'
ID yang diperoleh dari oreng tuanya berada di sebelah Ti
sengketa, bukan pada obiek sengketa saat ini, s h'
Tergugat 11 mengalihkan/menerima ganti rugi atas sebagian Iuas :^
4,70 ha dan Tergugatl adalah perbuatan me lawan hak dan melanggar
hukum serta tidak mengikat;

Bahwa begitupun Tergugatltelah meta;<ukan enimb
sengketa secara melawan hak, o1eh karena tan a se
seizin Penggugat selaku pemilik yang sah, Tergugat I langsung
menimbun objek sengl<eta, dengan berbagai dalih dan rekayasa
bahasayangtidaksesuaidenganfaktayan sebe ;
Bahwa terhadap objek sengketa seia!< dahulu (s
almarhum Saenong) sampajsaatperkara jindidafjarkan dip d'
Negeri Makassar obiek sengKeta tersebt tidak pemah
dipindahtangankan dan atau dijual kepada seseorang terlebih lagi
kepada Tergugat I, 11 dan Tergugat 11!, sehingga findakan Ter u at I
menimbundiatesobjeksengketaadalakitind^!<an me! , . hu ,.
Bahwa Penggugat berkali-kaii meinperingati bahka
Tergugat i, tidak meiakukan kegiatan diatas 10k ":

F*~.*-..-<3,681"*^,==~..^a=,
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tersebut, namun tetap meinpertahankan dengan dalih macam-ina
dan tidak beadasar hukum, bahkan Penggugat kernudian men a' k
masaiah ini pada pihak yang beMaiib (Kepolisian), namun upa a
tersebuttidak meinbuahkan hasil;

Bahwa perbuatan Tergugat I, It, 111 telah behindak sendiri(ei en
richting) yang menguasai dan menimbun of atas tanah inilik Tergu at
tanpa hak tersebut adalah jelas merupakan perbuatan meIa
hukum yang metanggar hak Penggugat, sehingga wajar bilamana
para Tergugat dan/atau pihak siapapun juga yang mendapatkan hak
dari padanya, diperintahkan agar segera mengosongkan tanah objek
sengketa tersebut tanpa beban apapun juga, dan sekaligus
mengembalikan kepada Penggugat;

Bahwa o1eh karena Tergugat I, 11, in telah behindak ei en richti
inaka wajar dan adjl menurut hukum kalau peng u at mein h
putusan ini dinyatakan dapat d^alankan Iebih dahulu (Urnoerbaar bi'
voorraad) serta meletakkan sitajaminan chatas obiek sengketa;

ii. Sungguh hal yang sangat meinilukan sekaligus menjadi petaka
keadilan bagi pemohon dan para ah!i warts Saenon lainn a kar
meski Penggugat telah meinaksimalkan segala upaya pembuktian

beadasar hukum atas kepemi!ikan tanah dimaksud, namun PN
Makassar dalam Putusan N0 711Pdt. G/2004/PN. MKS teltangga1 9

Juni 2005, gugatan tersebut dinyatakan kalah dengan erumba
yang sangattidak adjl, tidak connat, coroboh dan meinihak k d
Tergugatyang meiniliki kernampuan Iebih dan segiekonomi.

Karena tidak tenma dengan putusan PN Makassar tersebut, inaka

Penggugat mengajukan Banding ke PT Makassar pada t I 6 Juli 2005
dengan harepan agar hakim tinggi meinulihkan hak inilik Penggugat
dengan pertimbangan yang benanbenar berdasarkan hukum d
keadilan. Namun herapan tersebut kernba!i pupus setelah PT

,

un ,atetifi ^marts Saen, 111 lane21
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Makassar datam Putusannya N0 71PdV2006/PT. MKS tenangga1 2

Maret 2006, permohonan Banding altolak dengan ertimban
bahwa semua daiil yang diajukan dalam memori Bandin tidak ad
yang baru karena hanya mengulangidalil dalam gugatan.
Pertimbangan PT Makassartersebut bohong kalau buka sengaja
tidak cormat dan keliru karena dam yang tenuang dalam memori

Banding justru merupakan hal bani walaupun masih men uti dal'I
lama sebagai penghubung atau penguat daiil baru. Be irulah
kezaliman yang allakukan aleh Iudex facti hingga kernudian
Penggugat kernudian mengajukan Kasasi ke MA pada t 1.7 Juli 2006
dengan dam sebagai berikut:

a. Hakim Pengadilan Tinggitidak meIaksanakan (melanggar) atau
meIaksanakan (menerapkan ) peraturan hukum yang berlaku".
Alasannya :

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar menarik kernbali hal yang

telah diputuskan daiam putusan tanpa disertai alasan untuk it .
Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar
menyebutKan apakah Penggugat sebagai pemilik objek sen keta
dan apakah benar objek sengketa tersebut dijual setoruhn a o1eh
Tergugat 11 H. Abd. Rahim kepada Tergugat I PT. GMTD Tbk.
Putusan tingkat pertaina jin sangat keliru dan telah nyata-nyata
dikonstatir, halini terbukti bahwa Tergugat 11 sama seka!i tid k
pernah mengalihkan obiek sengketa kepada pihak Tergugat I PT.
GMTD Tbk, norma hukum yang patut digali o1eh judex facti adal h
apakah Tergugat 11 H. Abd. Rahim meinpunyai dasar kepemilikan
Ialu dasar kepemilikan tersebut diperoleh dan siapa, sehin a 'elas
siapa pemilik di atas objek sengketa. Judex facti Hakim Tinggi
sama sekali tidak meinpertimbangkan bukti Penggugat tentang
histori kepemilikan obiek sengketa yakni keterangan tanah (P. 8)
buttiini menerangkan di inaria Saenong Kohir Non, 60 Cl, Persil
Nod25 Dlll, !uas 4.90 ha adalah sebaga; wajib pajak I eda erta

un", hid^iUaris^team Page28
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pada tahun 1942-an sampai sekarang dikeluarkannya surat
tersebut pada tangga1,5 Juni, 985 ;

Bahwa o1eh karena Hakim Tinggi daiam pemeriksaan perkara pada
tingkat banding tidaklah memberi pertimbangan hukum an b k
dan akurattentang apa sebab putusan dikabulkan (vide halaman 29
Putusan Pengadilan Negeri Makassar) inaka sudah dapat
dipastikan di inaria putusan yang telah diputuskan o1eh Hakim
Tinggi dalam tingkat Banding tersebut adalah menipakan utus
yang diliputi/diselimuti dengan pelanggaran Hukum. Hat demik'
pula bertentangan dengan Suret Edaran Mahkamah Agung Rl

No. 031,974, sebagaimana ketentuan Pasa1 23 (1) Undang-Undan
No. ,4 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Keku
Kehakiman, betounyi" setiap putusan Pengadilan harus me t
alasan-alasan dan dasar<Iasar putusan itu" justru Haki
Pengadilan Tinggi menarik tanpa alasan yang cuku bahk
meinpertimbangkan pokok perkara tanpa alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan pokok tersebut, inaka hal demikian ini dapat
dipandang sebagai suiatu kelatatan dalam acara (vormverzuim)

yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tin i
Makassar dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

b. Bahwa tindakan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, halini da at kit
meIihat sebagaimana uralan of bawah ini". Alasannya :

Bukti T. 111-1 Tergugat 11 adalah SHM No. 20612fFan'un Med k ,
Surat Ukur No. 0057/2002, seluas 2,681 in2. Senifikat Hak M'I'k
tersebut tidak bereda of atas tanah hak inilik Penggugat, o1eh

karena tanah hak inilik Penggugat seluruhnya berasal dan tanah
adat, sedangkan tanah hak inilik Tergugat beresal dan tanah
Negara (berbeda historis kelahiran), sehingga jelas sertifikat a quo
tidak bereda chatas tanah hak mink PenggugatAsal. Jika t d t
SHM di atas tanah hak inilik Pen"gugat adalah tidak sah dan b t I

^

^Water1:1^marts Sagmn,
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demi hukum sena tidak mengikat, oreh karena diterbitkan of alas
tanah hak inilik oreng lain, yang berani buktiinitidak ada hubun an
dan kai^n dengan kepemilikan Penggugat, sebab secara dassollen

(apa yang menjadi seharusnya) musabab SHM No. 206.2/ranjung
Metoeka bukan berasal dan hak inilik Penggugat, an sudah
barang tentu keberadaan SHM tersebut adalah rekayasa dan tidak
benar;

Bukti T. I-,, 2, 3, 4 Tergugat I* ditafsirkan o1eh judex facti secara
tidak benar di inaria SHM No. 2,406, SHM 20023, SHM No. 20587,
kesemuanya tidak bereda di atas tanah hak inilik Penggugat,
keberadaan SHM tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum
serta tidak mengikat, o1eh karena diterbitkan di atas dengan

kepemilikan Penggugat, sehingga kedua bukti ini patut

dikesampingkan, sebab musabab SHM-SHM tersebut bukan
berasal dan Penggugat Asal;

Bukti T. I-5 Tergugat I adalah surat pemyataan sepihak yang
dinakukan o1eh para Tetgugat, namun tidak tenkat ke ada
Penggugat asal khususnya of atas tanah kepemilikan hak
Penggugat asal;

Buk!i T. 1-6 Tergugat I adalah surat keterangan Cainat Tamalate,
menerangkan tidaktoadapattanah hak mink Penggugat pada Rindk
Kecamatan Tamalate adalah kenru, sebab data pembanding
dan/atau buku rincik/buku F yang ada of Kecamatan Tamalate
tersebut inuricul pada tahun 1970-an sedangkan tanah hak inilik
Penggugat telah dimiliki dan dikuasai seiak zaman pendudukan
Jepang chindonesia pada sekitartahun 1942, jadi surat keteran an
tersebut tidak dapat chiadikan patokan hak atas tanah, Ia i u!a
bukan kewenangan Cainat Tamalate mengenai Buku Rindk teta i

yang meinpunyai kewenangan ada!ah InstansilPEDA (luren
Pendapatan Daerah) yang meinpunyai data akuratterhadap tanah-
tanah yang beresal dan kepemilikan adat. Dengan demikian n ata

111^aimT ^i, artsSaam rage31
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kekeliruan judexfactitersebut of daiam memberikan ertimban n,
sehingga karena ketidak adanya pengetahuan tentang data rincik
tersebut inaka perumbangan judex factitersebuttidak memberik
rasa keadiian kernasyarakatan khususnya PenggugatAsai;
Meinperhatikan bukti-buktitersebut di atas dan telah dia'ukan o1 h

para Tergugat asal di daiam persidangan tingkat pertaina, 'elas bahw
keberadaan buktisurattersebuttidak meinpunyai histotis dan/atau b b
musabab dan mana objek tersebut diperoleh, sedan kan Ter t
(GMTD) sebagai pihak pengembang nanti sekitar tahun 90-an
meinbangun perumahan di atas obiek sengketa, sehingga tidak diketah
alas hak para Tergugat tersebut diperoleh, seharusnya judex facti
mein perl, atikan buktikepemi!ikan PenggugatAsal;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasitersebut chatas adalah k
jelas telah ternenuhi Pasa! 30 Undang-Undang No. ,4 Tahun 1985 b t' b
dan butirc yang betounyi sebagai berikut:

i. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang bellaku ;
ii. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan o1eh peraturan

perundang-undangan yang mengancam ke!a!aian itu dengan bataln a
putusan yang bersangkutan ;

c. Bahwa tindakan judex facti Hakim Tinggitersebut telah meIan
hukum dan beralasan secara hukum putusannya dapat dibatalkan
o1eh Mahkamah Agung Rl. sesuai Pasa1 30 Undan -Undan N ., 4
Tahun 1985 butir(b), halini dapatteriihat daiam menerapkan hukum
; Alasannya :

Bahwa beadasarkan Surat Keterangan Tanah No. S. 5891WPJ. 081Kl.
311,11985, untukmemenuhipermintaan KepalaWila ah Ke t
Tamalate, dengan suratnya tangga1 5 Juni 1985,
Non54. ,/1<F157N1/85. Diterangkan bahwa objek sen keta t b t
adalah milk Saenong, Kohir No. ,460 Cl, yang tercacat daia B k
C, tenetak di Kampung Barombong, Desa Barombong, Kecamat
Tamalate, Kota Makassar.

un", ten^11th, ,lis^ Papal
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Bahwa saksi-saksitersebut dj atas diajukan di Pen adj!a N
Makassar, memberikan kesaksian di atas sumpah beadasarkan

Pasa1,55n58, 177 HIR, Pasa1,82485, 3.4 Rb dan P 1.92 ~
1945 BW. Sehingga pertimbangan judex facti yang tidak

menyebutkan keterangan kesaksian atas saksitersebut di t
secara keseluruhan sebagaimana Benta ACara Persidangan dalam
perkara ini, kernudian mengambil keterangan saksi apa adanya
(sepenggal-penggal) sesuai kehendak/kepentingan para Tergugat
Asal. Hal jin merupakan tindakan pelanggaran hukum, sena
pelanggaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, o1eh karena Pem h
Kasasi yakin bahwa keterangan saksi sebagaimana pertimbangan

judex facti hakim tingkat pertaina (vide putusan) sangat bertentan an
dengan keterangan saksi yang sebenarnya sesuai sumpah yakni

kesaksian yang terdapat pada Benta ACara Pemeriksaan (BAP) pada
berkas perkara No. 7.1Pdt, G/2004/PN. Mks ;

Beadasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang dinraikan di t ,
yang dimulai dan keberatan pertaina sampai keberatan keem t d'
inaria telah ternyata hakim judex facti of daiam pemeriksaan erk
a quo telah meIakukan suatu yang metampaui batas wewenan n ,
salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan Iaiai

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan of daiam mengadili erkara
a quo, inaka jikalau daiam tingkat pemeriksaan kasasiini o1eh haki
o1eh Hakim Agung, tetap menghalalkan dan meinbenarkan tind k
yang telah dilakukan Dieh judex facti(Hakim PN Makassar dan
Hakim Tinggi Makassar) daiam tingkat pemeriksaan bandin
tersebut, inaka jelas putusan sepertiitu, sun uh s h
merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum yang
berkeadilan ;

un NaiadilM, marts^demiij

iii. Ketika hukum tercipta sebagai pilar penataan kesinambungan
eksistensi para inakh!uk, inaka setiap perbenturan, perse!isihan

------~~--
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,

persengketaan dan segala yang mengganggu harmoni keberadaan,
seialu diselesaikan meIaiuilembaga yang disebut pengadilan. Dalam
initologi hukum, badan peradilan adalah istana dewi keadi!an unt k

menialankan tahta penegakan hukum dan keadilan. Dikala itu, istana
keadilan beltabur kehormatan dan martabat tinggi sebagai sumber
utama keadilan bagi semua orang. Disinilah awa! inula pengadilan

mein pero!eh kedudukan sebagai/Ills dominium (dominasi penye!esaian
hukum).

Seiak itu, trend pemujaan Yudisialpower sebagaithe last resort of
justice semakin meinperoleh legitimasi sebagaimana yang tampak
dalam pepatah Iatin kuno: "nec curia defineret in justitia exhibenda"

(pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan bersemayam untuk

menyemburkan aroma keadilan tiada henti). Sayangnya karena meski
allndonesia banyak pengadilan tetapi SUIit sekali menda atk
keadilan bagi kalangan miskin, sehingga keadilan hanyalah inilik or
berkuasa dan beaduit. Ungkapan satir ini bukanlah basa basi kar
sekalipun Iudex facti dalam meinutus perkara tersebut di atas sun uh-
sungguh meIakukan kekeliruan, kekhilafan dan pelanggaran hukum,
namun MA dalam putusannya N0 2180/10'Pdt/2006 tenan all6 Me'
2007 , meno!aK permohonan Kasasi Perkara dimaksud. Tragisnya
karena pertimbangan maielis hakim Kasasi daiam meinutus perkara
tersebut sangat sumir, dangkal dan terkesan hanya mencari
gainpangnya saia karena putusan Iudex facti yang dimohonkan Kasasi

dianggap sudah benar dan tidak ada keke!iruan inaupun elan
hukum.

Padahal daiam Pasa1 5 ayat I UU N0 48 Tahun 2009, tentang
kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa hakim dalam me t
perkara, selain beadasar pada peeturan perundang-undangan tertulis,
hakim juga wajib menggali nilai-nilai keadilan daiam kebiasaan yang

hidup datam masyarakat. Ironisnya karena daiam putusan en adjl
di atas sama sekali tidak terdapat pertimbangan, beadasarkan kaiian

A:,
..~~~-
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. ,

inOSofis, SOSiologis dan yuridis, meIaiui penalaran akademik dalam il
hukum, mengingat MA tidak lagi sebagaijudex factiteta i men emb
POSisi sebagaijudex juri. Atas dasar itulah, inaka urusan to b t
dimohonkan Peninjauan Kernbali(PK) pada tg1,6 Mei 2007.

iv. Adapun hallbukti baru (Novum) yang dialukan dalam Permohonan PK
adalah: Suret Keterangan Tanah/Surat Keterangan Riwa at T h
tangga1 15 Juni ,985 yang dibuat o1eh Direktorat Jenderal Pajak

Irispeksiluran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Di
Luar Tk. 11uran Pembangunan Daerah Ujung Pandan . Dalam S t
Keterangan Tanah/Surat Keterangan Rimayat Tanah tersebut,
diterangkan Saenong tercatat daiam Buku C pada Kantor luren

Pembangunan Daerah Ujung Pandang dengan Persil No. 125 Dlll K h'
No. 1.60 Cl dengan Iuas :t 4.90 Ha, yang terletak of Kampung
Barombong Desa Barombong, KecamatanTamalate, Kotamad U'
Pandang yang sekarang Ke!urahan Tanjung Merdeka, Keca t
Tamalate, Kota Makassar sampai dengan sekaran

Dengan adanya bukti baru (novum) tersebut berupa Surat
Keterangan Tanah/Surat Riwayat Tanah, inaka bukti" semakin

menguatkan kekuatan Pembuktian dan Surat Simana Boeta'a~Ta
merupakan bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria, hat ini sesuai dengan Pasai 60 Peraturan Meriteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiona! Nomor 3 Tahun 1997 t t
Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "A1at buktitertuli yang

digunakan bagi Pendaftaran Hak-hak Tanah lama termasuk P t k P '
Bumi/laundrette/GinidPipit/Kakitir dan Vervonding Indonesia bl
bellakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1961, inaka surat
keterangan yang menjadi novum dalam permohonan PK aquo, da at
digunaKan sebagai alat buktitertulis untuk digunakan da!am Pend fl
Hak-hak Tanah lama, sehingga dapat diartikan bahwa Petuk Paiak

111 ^alarm AMiWaiis Signoii^
--..~~,~.~,~~-~--.,-~~~-.~ -~~~-,~~-

~.,"~-,~.~~-~
~~~~.-~,

Pale 35



,

Burni/laundrette/GinidPipit/KakitirdanVervondinglndonesia t b'
bawah tahun a961 dapat disamakan dengan bukti hak inil'k ternadap
tanah".

Daiill-daiil tersebut di atas tidak Iauh berbeda dengan ketentuan
Pasa1 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ,997, yang
berbunyi: I) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasalda '
konversihak haK lama dibuktikan dengan alat-alat buktimen e d
hak tersebut berupa bukti-bukti tenulis dst, . Seianjutnya daiam
perilelasan pasaltersebut, dikemukakan bahwa alat-alat bukti tulis yang
dimaksudkan dapat berupa:

- Peruk PajaK Burni/laundrette/GinidPipit/Kekitir dan Vervondi I d
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor, O tahun 1961, t ;

Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pemah dibuat o1eh Kantor

Pelayanan Pajak Burnidan Bangunan,

Apabila dihubungkan antara alat buktiyang dialukan o1eh Pe h
pada tingkat pengadilan negeri berupa Buku Rincik dan Gainba P t
Lokasi Tanah Persi1 125 Dlll Kohir 1160 Cl atas nama Saenong yang
telahdiiegalisasioleh KantorDinas LuarlPEDAU'un Pand I
instansi yang bemyenang dengan bukti baru (novum) berupa Surat
KeteranganTanah/SuratKeterangan RiwayatTanah an kami k ,
inaka tidak terbantahkan lagi bahwa (almarhum) Saenong ada!ah Pemilik
Tanah yang Sah dengan Persil No. 125 Dlll Kohir No. 1.60 Cl yang

dikenat dengan Loinpo Panambe dengan Iuas ^: 4.90 Ha. , an t I t k d'
Tanjung Merdeka dahuiu Kampung Barombong, Kecamatan T I ,
Kota Makassar.

.., ...

v. Sekalipun pemohon telah menunjukkan Novum disertai en'I
telinci inaupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukumnya, namun MA daiam putusan N0 403 PWRDT/2011 tenanggal
10 November 200t menolak permohonan PK pemohon. Tragisnya
karena argumentasi yang menjadi dasar peltimbangan MA dalam

^SE_,_
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menerbitkan putusan tersebut, hanya mengacu pada daiiltun altan
disertai penjelasan akademik bahkan norma hukum sekali un den
mengatakan bahwa " Novum yang dialukan pemohon bukan aiat bukt'

yang menentukan. Putusan MA dan pengadilan di bawahn a, 'auh
sekali dan kualitas putusan pengadilan yang dapat dikualifikasikan
sebagaithe landmark decision.

Parahnya lagi karena putusan tersebut dirasakan semakin
terdegradasi dan bobot kualitas kesahihan substansi huk d
keadilan inaupun kepastian Hukum iru sendiri. Halini ditandai dengan
banyaknya pertimbangan Maielis Hakim yang memeriksa dan men adjl'
perkara aquo yang saling turnpang tindih, tidak konsisten dan tidak
didukung o1eh sistem penalaren logis, sistematis, intensif, d
komprehensif. Buktinya dalam putusan MA N0 34 jusi/1960
Rincik/Petuk Pajak Burni/laundrette/Girik/Pipit/Kakitir dan Vervondin

Indonesia, ofterima/diakui sebagai alat bukti hak inilik atas tan h- I
didukung o1eh alat buktilain. Namun dalam putusan MA N0 403
PI</PDT/2011 tgl to November 201, , Rincik/Ginid d seienisnya

ditolak sebagai Novum meski didukung o1eh banyak sekali alat b kt'
lain.

vi. Perumusan nilai kebenaran hukum dan keadilan dalam putusan MA

yang memeriksa dan mengadiii perkara aquo, tidak di elaborasi meiaiu'
metoda silogisme secara mendalam o1eh Maielis Hakim daia
mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir aturan hukum pada

kasus in concreto. Akibatnya core business peradilan tersebut hanya

meIahirkan putusan dengan kategori: Strictlaw (bersifat Konservatif
dan kaku), ill-dinned (tidak jelas pendefenisiannya), Uncleanoutlined
(tidak jetas penggarisannya), EUsive-term (tidak tertangka
matsudnya), Ambiguity (bersifat mendua), Vague~outlined (kabur
penggarisan dan standarnya), Uncertaintly (menimbulkan
ketidakpastian) dll.

^Maimit11n Warts Sagmm! Ia!e*I
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Lebih ironis lagi karena butipbutirjustice value and sen f I
inaupun living law and customery law yang terkemas da!am ka'ian
nosofi dan SOSiologi hukum sebagai maintools untok menem k
esensi hukum dan keadilan, semakin teramputasi o1eh do ina ajir
POSitivis yang dianut o1eh MA karena tenalu mendewakan tradisi kla k
peradilan tanpa mein perdulikan banyaknya peraturan hukum bani an
mengatur hal sebaliknya. Tidak heran jika datam putusan tersebut, Iebih
mendahulukan kebenaran teknis formal peradilan dan pada kebenara
faktualsebagai esensi hukum dan keadilan. Akibatnya, encari kead'I
(Justiciabellen) seperti pemohon, ternaksa harus menanggung

kekalahan telak Iantaran MA meinutus perkara den an corob h
(Zorgeloos), tidak coiniat (Onnauwkeurig) dan tidak beadasarkan fakta
hukum (Niet op basis van dejuridische feiten),

Putusan pengadilan sepertiini, bukan saia devian techadap nilai

keadilan Nan rechtvaardigheid/ Justice the value), perasaan hukum
(Gevoel Law/ Sence Of Law) dan Budaya Hukum (Rechtscultuur/ Le al
Culture) sebagai esensi dan substansi hukum, tetapijuga melabrak
PIinsip integritas, kapasitas dan profesionalitas yang di ado si dart
Bangalore Principle sebagaimana dilegitimasi dalam pasa1 5 A at 2 UU
N048/2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim dan hakim k t't
harus meinilikiintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, 'u'ur, adji,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

9. BerdasarKan Putusan MK Nomor: 0061PUU-1/1/2005 tangga1 31 Mei 2005 dan
Putusan Nomor, tipUU-V/2007 tangga120 September 2007, inaka of b h '
pemohon uraikan secara sistematis syarat ke 4 (empat) tentang kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat (1)
UU MK yaitu :

myi"atom ^iW, risSaeaa, , by'38
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d. Adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian
dimaksuddan berlakunya Undang-Undangyangdimohonkan en u'i ;

i. Sebagai pihak yang sangat dirugikan, inaka pemohon bertekad b It
untuk mencari keadilan dengan menguji secara hukum validitas kead'!
putusan MA N0 4031PK/PDT/2011 tenanggallO November 20, I, N
colakanya karena beadasarkan Pasa! 66 ayat I UU N0 14 Tahun 1985 J
UU N0 5 Tahun 2004 JO UU N0 3 Tahun 2009 Tentang MA inaupun

Pasa124 ayat 2 UU N0 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan K h k' ,
hanya meinbolehkan pengajuan permohonan PK satu kali. Halinilebih

dipertegas tagi o1eh SEMA N0 7 Tahun 2014, yan ada ok k
memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Se-Indonesia untuk tid k
mengirim ke MA setiap beF1<as Permohonan PK yang diajukan Iebih dart

satu kali dalam perkara yang sama. Ketentuan sepertiitu 'elas sa t
tidak adjl sehingga bertentangan dengan Pasa1 24 a at I UUD 1945:
"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

ii. Beadasarkan prtnsip keadilan dan asas persamaan kedudukan d I
hukum (equality before the law), hak Pemohon sebagai rakyat dan
sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir o1eh
Undang-Undang yang diajukan untuk diuji materin. Sehin a menutu
kernungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan, daiam hal
Reinohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan
demikian, adanya Undang-Undang yang mejarang dilakukann a PK Iebih
dan sekali setelah ditemukannya novum, sesungguhnya menciderai
keadilan (sense of^^stice) pencari keadilan (Justitiabelen).

Padahal daiam setiap

ketentuan dalam Pasa1 2

Kekuasaan Kehakiman,

un "alerii Amirraris $arumRg

pembukaan putusan hakim sebagaimana
ayat (1) UU N0 48 Tahun 2009 tentang
wailb mencantumkan irah~itah vano

Fage 31



menegaskan:"Demi Keadilan Beadasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

semua ini dilakukan karena seorang hakim adalah penyeru keadilan

dimana, keadilan dan hukum bersjfat korelatif (justitia est constans at

palpetua voluntas jus suum CUIque tn^bure).

iii. Bahwa ketentuan mengenai PK yang dimohonkan Judicial Review daiam

perkara aquo, meinarig tidak dapat lagi dipertahankan baik untuk perkara

pidana inaupun untuk perkara perdata sena perkara lainnya. Dengan

berlakunya ketentuan pada pasal yang dimohonkan, sungguh-sungguh

telah mengeliminasi nilai keadilan (Justice Value) inaupun perasaan

keadilan (Sense Of Justice) sehingga Pemohon tidak dapat

meinpenuangkan hak keadilan of depan hukum sebagai warga negara

Indonesia. Halini bertentangan dengan Pasa1 280 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia 1945 : (1) Setiap orang beinak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang ada

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

iv. Kewajiban negara untuk menegakkan dan mejindungi HAM sesuai prinsip

negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin,

diatur, dan dituangkan daiam peraturan perundang-undangan Ivide Pasal

281 ayat (5) UUD 19451. Ketentuan Undang-undang yang dimohonkan

Judicial Review dalam perkara a quo, merupakan implementasi dan

penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional

da!am UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, yaitu due process of law. Jadi sudah sangat jelas jika

berlakunya UU yang dimohonkan judicial review daiam perkara aquo

sungguh merugikan hak konstitusional Pemohon yang bukan saia dijamin

o1eh UUD ,945, tetapijuga menjaditanggungjawab negara sebagaimana

tertuang dalam :

Pasa1 281 ayat (4) : " Permdungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi

inariusia, adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah",

ami^alertl ^i Warts ^angular! Ia!e 41
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digagas o1eh Phillipe Nonet dan Philip Selznick inaupun hukum progresif

yang digagas o1eh Satjipto Rahardjo dkk sebagai konsep hukum yang
toadesain untuk menjawab kebutuhan dan tantangan hukum Kontemporer.

Sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan dengan
alasan klasik "untuk dan atas nama kepastian hukum".

Bahkan dalam dokirin hukum sebagaimana dikemukakan o1eh Gustav

Radbruch dan seiumlah pakar hukum terkenallainnya, meletakkan

keadilan Iebih tinggi danpada kepastian hukum, sehingga apabila harus

meinilih antara keadilan dengan kepastian hukum inaka keadilan dapat

mengesampingkan kepastian hukum.

Dengan demikian pengajuan PK o1eh pemohon Iebih dan sekali

adalah daiam rangka mencari dan meinpero!eh keadilan harus diberi

peluang, wa!aupun mengesampingkan kepastian hukum. Di sisilain kita

mengetahui bahwa kedudukan PK jelas~leias tidak menghalangi eksekusi

putusan, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian
hukum itu sendiri,

viii. Bahwa akibat beFlakunya Pasa1 66 Ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985

Tentang MA dan Pasa1 24 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, inaka

pemohon terhalang untuk mengajukan PK Iebih dari sekaii meskipun pada

suatu saat terdapat keadaan baru (Novum). Halinijelas merupakan

bentuk pelanggaran HAM yang dilarang o1eh Konstitusi yaitu pasa1 280

ayat I Uuo t945 yang diderivasi meIaiui Pasalt Butir 6 UU No. 39 Tahun

1999, Betapa tidak karena nilai keadilan sebagaimana dijamin daiam

Undang- Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 4945 tersebut

di atas dapat disimpulkan bahwa keadiian metupakan pilar penegakan

hukum dimdonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk

mencari keadiian yang seedil-adj!nya. A*kan tetapi ketentuan dalam

Undang - Undang yang dimohonkan untok dinji meinbatasi para pencari

keadi!an untuk mendapatl<an keadilan yano seadil-adjinya. Sehingga hal

,..~~
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ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung daiam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10, Beadasarkan Putusan MK Nomor: 0061PUU-1/1/2005 tangga1 31 Mei 2005 dan

Putusan Nomor 4.1PUU-V/2007 tangga1 20 September 2007, inaka di bawah ini

pemohon uraikan secara sistematis syarat ke 5 (Iima) tentang kerugian hak

dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat (1)
UU MK yaitu :

e, Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka

kerugian Konstitusional seperti yang didalitkan tidak akan atau tidak lagi
tedadj,

I. Seandainya ketentuan daiam UU yang dimohonkan Judicial Review daiam

perkara aquo dihapus/ditiadakan, inaka hak konstitusional Pemohon untuk

meinperoleh keadilan me!alui pengajuan permohonan PK Iebih dan satu

kali, ternenuhi dengan sendirinya. Karena saat ini, pemohon telah

menemukan seiumlah novum untuk diajukan daiam permohonan PK.

Sayangnya karena hak Konstitusionai Pemohon tersebut masih ternalang
o1eh putusan MK N0 451PUU-XII1/2015 tenangga1 10 Desember 2015

yang menyatakan tidak menerima permohonan on materin atas ketentuan

Pasai 66 ayat I UU N0 14 Tahun 1985 Tentang MA inaupun Pasa1 24

ayat(2) UU N0 48 Tahun 2009 Tentsng Kekuasaan Kehakiman dengan

alasan bahwa permohonan tersebut dinyatakan berlaku secara Mutatis

Mutandis dengan putusan MK N0 341PUU-XII20f3 tenangga1 16 Maret

2014. Betapa tidak karena dalam dua putusan MK terakhir, hanya beFlaku

untuk perkara pidana. Jika mengacu pada metode Konstruksi hukum

argumenturn aconterario inaka putusan MK tersebut hanya ternatas pada

perkara pidana.

*

11n "atom ^iwaris sagaming

Sehingga tidak berlaku sebaliknya yaitu untuk perkara Perdata

sebagaimana yang menjadi hajatan Pemohon. Sampai disini kita dapat

menyimpulkan bahwa tatsiran MK ternadap UU yang dimohonkan Judicial

hue43



I ,

Review daiam perkara aquo mejami putusan MK tersebut of atas,
sungguh-sungguh mendiskriminasi hak konstitusional Pemohon. Halini

jelas melanggar Pasa1 281 ayat 2 UUD 1945 : "Setiap orang berhak
bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
beinak mendapatkan perlindungan ternadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu".

..

11. Dengan dihapus atau dinyatakannya ketentuan yang dimohonkan

pengujian materinI sebagai ketentuan yang tidak mengikat karena
bertentangan dengan UUD 1945, inaka pemohon kernbali meinperoleh
hak konstitusionalnya untok mencari dan menemukan keadilan satinggi-
tingginya meIalui permohonan PK Iebih dan satu kali khusus untuk perkara
perdata. Jika tidak, inaka semua turnpukan alat bukti inaupun keadaan
baru (novum) yang telah pemohon ternukan setelah putusan MA No
4031PK/PDT/2011 menjadisia-sia .

1/1. Alasan Pengujian

I. Meskipun ketentuan tentang PK yang hanya haleh diajukan sekali, telah

dibatalkan o1eh putusan MK N0 341PUU-XII20,3 tertangga1 16 Maret 2014,
namun pembatalan tersebut hanya mencakup perkara pidana. Sedangkan untuk

bidang perkara perdata sebagaimana menjadi hajatan reinohon, tidaktedangkau
sama sekali o1eh putusan MK dimaksud. Sedangkan ketentuan Pasa166 ayat(,)
UU 141,985 dan Pasa1 24 ayat(2) UU 48/2009 yang meinbatasi pengajuan PK
hanya satu kalitidak ternasuk obyek yang di uji secara materjin daiam putusan
MK N0 341PUU-XII2013. Sehingga secara teknis yuridis ketentuan tersebut,
masih tetap berlaku untuk semua bidang perkara.

2. Dengan diberlakukannya Pasa1 66 ayat(I) UU 141,985 dan Pasa1 24 ayat
(2) UU 48/2009, inaka beadasarkan SEMA N0 7 tahun 2014 menegaskan
bahwa permohonan PK Iebih dan , kali diluar perkara pidana, belum

dapat diterima daiam pemeriksaan pengadilan tingkat pertaina sehingga

^ill, !Grinl"I, arts' I'm
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berkasnya tidak dikirim ke MA. Bahkan beberapa Pengadilan Negeri yang
merujuk SEMA tersebut, meinbuat penetapan bahwa permohonan PK

atas PK seiain perkara pidana, tidak diterima, meski ada novum.

Penolakan berkas permohonan PK atas PK sepertiitu, semata-mata

didasarkan pada Pasa1 66 ayat(,) UU 141,985 dan Pasa1 24 ayat(2) UU
48/2009 inaupun SEMA Nomor7Tahun 2014;

3. Pembatasan PK yang hanya I kali diluar perkara pidana, mengakibatkan

hak konstitusional warga negara atas keadilan (khususnya pemohon)
menjaditerlanggar. Padahal Keadilan tidak dapat dibatasi o1eh waklu atau

ketentuan formantas yang meinbatasi bahwa upaya hukum Iuar biasa

(perilnjauan kernbali) hanya dapat dialukan satu kali, karena in ungkin saia

setelah diajukannya PK, ada keadaan baru (novum) substansialyang baru

ditemukan pada saat PK diputus. Andai pembatasan permohonan PK

tetap dianggap perlu dialur demi kepastian hukum, inaka sudah terasa adjl

jika pembatasan sepertiitu dilakukan dalam bentuk pengaturan

kadaluarsa seiambat-lambatnya 20 tahun seto!ah putusan PK pertaina

diterima aleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara tersebut.

4. Pembatasan pengajuan permohonan PK hanya satu kali menurut UU telah

direrobos o1eh MK meIalui putusan N0 341PUU-XII2013 tertangga1 16 Maret 2014,

mengacu pada peltimbangan: " bahwa Pasa1 283 ayat (2) UUD 1945

menyatakan, **Dalam menialankan hak dan kebebasannya, setiap orang wailb

funduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

matsud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhituntutan Yang adjl sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai againa, keamanan, dan ketertiban urnum daiam

suatu masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud

o1eh Pasa1 283 ayat (2) UUD 1945 tersebut toak dapat direrapkan untok

meinbatssi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK daiam perkara

pidana sangatterkait dengan hakasasi inariusia Yang paling mendasar yaitu

un "atom! Annualts ^aman lane4^
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menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia, Lagi pula, pengajuan PK tidak

torkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan

oreng lain dan tidak terkait pula dengan reinenuhan runtutan yang adjl sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai againa, keamanan, dan ketertiban urnum

dalam masyarakatyang demokratis;

5. Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakrii setiap

perkara haftis ada akhimya, namun menurut Mahkamah, halitu berkait dengan

kepastian hukum, sedangkan untok keadilan dalam perkara pidana asas tersebut

tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya meinhalehkan

peninjauan kernbali sat\. I kali, terlebih lagi inariakala diremukan adanya keadaan

bani (novum). Halitu jusb'u bertentangan dengan asas keadilan yang begitu

dijunjung tinggi o1eh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum

dan keadilan [vide Pasa1 24 ayat (1) UUD 1945] seita sebagai konsekuensi dan
asas negara hukum.

6. Ketika putusan N0 341PUU-XII20,3 d^atuhkan pada 16 Maret 2014, MK

seharusnya mengabulkan permohonan uji materiil secara ultra petita

dengan menarik Pasa1 66 ayat(I) UU 141,985 dan Pasa1 24 ayat(2) UU

48/2009 menjadi obyek Uji materiil bersama dengan Pasa1 268 ayat 3

KUHAP. Dengan putusan MK yang bersifat parsial sepertiitu, inaka te^adj

inkonsistensidan turnpang tindih antara Pasa1 66 ayat(,) UU 141,985 dan

Pasa1 24 ayat (2) UU 48/2009 yang mengatur pembatasan PK hanya

dapat di!akukan I (satu) kali untuk semua perkara, dengan Putusan MK

Nomor 341PUU-XII20,3 tertangga1 ,6 Maret 2014 yang telah

meinbatalkan ketentuan pembatasan PK hanya dapat di!akukan I (satu)
kali dalam perkara pidana sebagaimana tenuang dalam Pasa1 268 ayat 3

KUHAP. Inkonsistensitersebuttelah melanggar prtnsip negara hukum dan

kepastian hukum yang adjl sebagaimana diatur da!am Pasal I ayat (3),

Pasa1 24 ayat (1), Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 280 ayat (1), Pasai 28G ayat

(1), Pasa1281 ayat(4) dan ayat(5) UUD 1945;
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7. Ketentuan da!am Pasa1 66 ayat(,) UU N0 14 tahun 1985 dan Pasa1 24

ayat (2) UU N0 48 Tahun 2009, sebenarnya pernah dilakukan uji materin
berdasarkan putusan MK N0 661PUU-XII1/2015 tertangga1 7 Desember

20,5 dan putusan N0 451PUU-XII1/20.5 teltanggal ,O Desember 2015.

Namun putusan MK dimaksud keduanya menyatakan tidak menerima

permohonan un materiil atas ketentuan Pasa1 66 ayat I UU N0 14 Tahun

1985 Tentang MA inaupun Pasa1 24 ayat (2) UU N0 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan bahwa permohonan

tersebut dinyatakan ber!aku secara Mutatis Mutandis dengan putusan MK
N0 341PUU-XII20,3 tenangga1,6 Maret20t4. Andai putusan MKtersebut

dapat dirkuti, inaka suasana turnpang findih keberlakuan aturan hukum

totap benangsung. Karena dengan mengacu pada metode konstruksi

hukum argumenturn aconterario inaka putusan MK tersebut hanya

torbatas pada perkara pidana, Sehingga tidak berlaku sebaliknya yaitu
untuk perkara Perdata sebagaimana yang menjadi hajatan Pemohon.

8. Itu bererti kedua putusan MKtetap tidak memberirasa adjl bagi pemohon.

Karena sampai han ini SEMA N0 7 Tahun 20.4 yang meIarang setiap
pengad!an negeri untuk meinproses permohonan PK Iebih dan satu kali of

Iuar perkara pidana, belum diganti/dicabut dengan peraturan lain. Mungkin

MA sependapat dengan pemikiran pemohon yang menganggap dua
putusan MK tersebut di atas belum dapat menjadi dasar Konstitusional

untuk mengubah/menghapus ketentuan daiam UU yang dimohonkan

judicial review yang meinbatasi permohonan PK satu kali alluar perkara

pidana sebagaimana putusan MK N0 341PUU-XII20,3 tertangga1,6 Maret
2014.

9, Agar ketentuan"ketentuan tersebut tidak saling beltentangan sehingga

mewujudkan keadilan bagi warga negara, inaka MK perlu memberikan

^i, aim^^Marts^ing rage41
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penafsiran baru terhadap Pasa166 ayat(,) UU 141,985 dan Pasa1 24 ayat

(2) UU 48/2009 sebagai ketentuan yang behantangan dengan UUD 1945

dan tidak mengikat, sepanjang "permohonan PK dapat diajukan Iebih dan

I (satu) kali untok semua bidang perkara atau sistem peradilan yang

berlaku chindonesia"* Atas dasar irulah, inaka permohonan judicial review

daiam perkara aquo menjadi sangat urgen untok memberikan jaminan

kepastian hukum secara konstitusionalbahwa setiap warga negara beinak

mengajukan permohonan PK Iebih dan satu kali dalam perkara pidana,

perdata, inaupun perkara lainnya.

IV. ridak I, ebis In Idem

I. Bahwa Pasa160 UU MK, menyatakan:

"Ternadap materi inuatan ayat, pasa4 dan^itau bagian daiam Undang, -

Undangyangtelah diL!ji, tidakdapatdimohonkan pengt!nan kernbali. "

Perkecualian ternadap Pasa1 60 UU MK tersebut diatur dalam Peraturan

MK Nomor 061PMK/2005 tentang Pedoman Berocara Dalam Perkara

Pengujian Undang~Undang, yang dalam Pasa!42 menyatakan:

(1) Ternadap materjinuatan ayat, pasal, dan/atau bagian daiam UU yang telah

di, !Ii, tidakdapatdimohonkan pengt, Jian kernbali.

(2) Tenepas dartketentuan ayat(7) of atas, pennohonan pengt!nan Uuterhadap

inuatan ayat, pasal, dan^tau bagian yang sama dengan pertain yang

pemah d^, utus o1eh Mahkamah dapat chinoho, ,kan peng, !nan kernba"

denga"sya, at-sya, atko"stit"sionalitasyang menjadialasan permohonan

yang bersangkutan bemeda.

2. Bahwa daiam putusan MK sebelumnya, telah menguji ketentuan

mengenai PK, termasuk ketentuan pasa! yang dimohonkan dalam perkara

a quo namun putusan MK mengenai semua hal yang dimohonkan

tersebut, baru ternatas pada perkara pidana. Daiam putusan tersebut,

tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa Iarangan PK satu kali mencakup

juga untuk perkara perdata, Tata Usaha Negara, Peradilan Mi!iter inaupun

^i, ateril"",,^$,",, rage I^
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Peradilan Againa. Sehingga dipandang perlu untuk mengajukan

permohonan kepada MK untuk meinbuat putusan yang meinperluas
jarangan pembatasan PKsatu kali untuksemua perkara.

3. Karena itu, permohonan pengujian dalam perkara a quo, sudah sangat
jelas bukanlah hal yang beitentangan dengan prinsip Nebis In Idem

karena hal yang dimohonkan daiam perkara a quo sangat bemeda

dengan Putusan MK sebelumnya, baik mengenai spesifikasi ha! yang
chinohonkan, inaupun landasan konstitusional sena dalil yang meIatar
belakangidi ajukannya permohonan tersebut.

4. Bahwa Pengujian perkara Nomor 161PUU-V111/2000 dan perkara Nomor

641PUU-V111/20.0 mendasarkan batu uji pada Pasa1 28C ayat (1) Uuo
1945, di inaria materi pokoknya adalah pengkajian itinu hukum secara

komprehensif dan mendalam untuk mencari dan mendapatkan keadilan.

Permohonan yang diajukan ini mendalilkan pada batu uji Pasa1 28C ayat
(1) UUD 1945, sehingga tidak nebis in idem;

5. Bahwa permohonan pengujian Undang Undang ini berbeda dengan
putusan MK Nomor 161PUU~VIM20tO dan Nomor 641PUU-V111/2010 di

inaria pengujian judicial, eview ditolak karena bersifat urnum karena juga

menguji UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang of
dalamnya termasuk PK ternadap perkara perdata. Sementara judicial

review yang of ajukan ini khusus telhadap PK pada UU 81,981 yang
menganut pembuktian materjin sehingga untuk mendapatkkan kebenaran

beadasarkan novumtidak boleh hanya dibatasisatu kali pengajuannya. PK

yang dialur dalam KUHAP bersifat Iex spesialis terhadap PK yang diatur
UU MAdan UU Kekuasaan Kehakiman.

6, Bahwa yang menjadi pertimbangan MK dalam menolak permohonan

pengujian Pasa! 66 Ayat(,) UU Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang MA dan

^111.1erim^marts^ Pap49
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Pasa1 24 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 dalam perkara Nomor

,61PUU-Vin/2010 dan Nomor64/PUU-V111/20.0, adalah:

"Menurut Mahkamah Iika ketentuan pennohonan PK sebagai upaya

hukum Iuar biasa tidak dibatasi inaka akan tejadi kerida!!leiasan dan

keridakpastianhukumsampaiberapakanPKdapatdilakukan'"

7. Bahwa pertimbangan Mahkamah Kontitusi pada perkara Nomor 161PUU-

V111/20tO dan Nomor 641PUU-V111/2010 tersebuttepat, jika diletakkan pada

asas "lites finirioportef', yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada

akhirnya. Namun, ketika te^adj gesekan antara kepentingan kepastian

hukum dengan kepastian keadilan, inaka hukum seharusnya memberikan

ruang agar kepastian keadilan dapat torcapai. Bukankah pengadilan

diadakan untuk mewujudkan keadilan?

8. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang pada perkara Nomor

161PUU-V111/20.0 dan perkara Nomor 641PUU-V111/2010 adalah untuk

menyatakan Pasa1 268 ayat (3) UU 81,981 inkonstitusional secara

keseluruhan. Yang jika dikaitkan dengan alasan-alasan pengajuan Upaya

Hukum PK, sebagaimana dialur dalam pasa1 263 ayat(2) UU 81,981.

dapatjuga diartikan berlaku untuk semua alasan pengajuan Upaya Hukum

Peninjauan Kernbali.

9. Bahwa hal yang dimohonkan da!am perkara aquo pernah diperiksa dan

diadili o1eh MK dengan putusan N0 341PUU-XII20,3 tortangga1 16 Maret

2014, namun obyek yang diuji dalam putusan tersebut adalah UU N0 8

tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga jetas tidak sama dengan ha! yang

dimohonkan daiam perkara aquo.

10. Bahwa hal yang chinohonkan daiam perkara aquo pemah juga diperiksa

dan diadili o1eh MK dengan putusan N0 451PUU-XII1/2015 tertangga1 10

Desember 2015, namun ruang lingkup putusan MK terhadap obyek yang

^i"aim'it Ini, arts^ by^I
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dinji datam putusan tersebut yaitu Pasa1 66 ayat (1) UU N0 141,985

tentang MA dan Pasa1 24 ayat(2)tahun UU N0 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, hanya mencakup perkara pidana, dengan amar

putusan: Permohonan Tidak Diterima, dimana daiam praktik peradi!an di

Indonesia dengan amar putusan "Tidak Diterima" beTarti permohonan

serupa itu masih dapat diajukan kernbali. Dengan demikian inaka ha! yang

dimohonkan dalam putusan tersebutjelas tidak sama dengan hal yang

dimohonkan dalam perkara aquo yang memohon pembatalan ketentuan

PK satu kali untuk semua bidang perkara alluar perkara pidana .

41. Bahwa hal yang dimohonkan dalam perkara aquo pemah pula diperiksa

dan diadili o1eh MK dengan putusan N0 661PUU-XII1/20.5 tenangga1 7

Desember 2015, namun ruang lingkup putusan MK ternadap obyek yang

dinji daiam putusan tersebut yaitu hanya mencakup Pasa1 66 ayat(I) UU

N0 141,985 tentang MA dan pasa1 28 ayat I UU N0 5 Tahun 1960

Tentang UupA. Sedangkan obyek permohonan pengujian dalam perkara

aquo ada!ah Pasai 66 ayat I UU N0 14 Tahun 1985 Tentang MA, dan

Pasa1 24 ayat(2) UU N0 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Dengan demikian inaka hal yang dimohonkan dalam putusan tersebut

jelas tidak sama dengan hal yang dimohonkan dalam perkara aquo yang

memohon pembatalan ketentuan PK satu kali untuk semua bidang

perkara almar perkara pidana .

12 Karena itu, hal yang dimohonkan daiam perkara a quo, sama sekali baru

sehingga jauh dan jangkauan prinsip nebis in idem karena yang

dimohonkan adalah dicabutnya ketentuan dalam Pasa1 66 Ayat (1) UU

Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang MA dan Pasa1 24 Ayat(2) UU Nomor 48

Tahun 2009 yang hanya meinbolehkan pengajuan PK satu kali, dimana

dalam putusan MK sebelumnya Iebih spesifik pada perkara pidana,

padaha! pokok yang diajukan dalam perkara a quo adalah semua bidang

perkara dan peradilan khususnya perkara perdata.
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13, Bahwa jika daiilinkonstitusionalitas digunakan untok menjustifikasi Pasa!

yang dimohonkan Ialu diterapkan pada semua alasan Peninjauan

Kernbal;, sehingga meniadakan ketentuan pasal yang dimohonkan,

mengakibatkan perkara akan menjadi benarut-Ianittanpa ada kepastian

kapan berakhirnya. Namun jika dibatasi pada alasan tenentu saia, inaka

kepastian hukum dapat tercapaitanpa mengesampingkan kepastian

keadilan. Karena itu dalilyang mendasari diajukannya perkara a quo, tidak

sama dengan Judicial review sebelumnya. Sehingga permohonan da!am

perkara a quo, of^min tidak melanggar prinsip nebis in idem.

V. Petitum

Beadasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut di atas, inaka Kepada

Yang Mulia Maielis Hakim MK, dimohon kiranya berkenan memeriksa dan

mengadili perkara a quo dengan amar putusan sebagaiberikut:

I. Mengabulkan permohonan pemohon untukseluruhnya.

2. Menyatakan Pasa1 66 ayat(,) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3316) dan Pasa1 24 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Repub!ik

IndonesiaTahun 2009 Nomor, 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076) adalah bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan tidak mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik

Indonesia. Atau, apabila MK berpendapat lain, inohon putusan yang

seadi!-adjlnya (ex aquo at bono).
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